BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

Menimbang

Mengingat

NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9} ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan(
Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012
Nomor 1 Seri E);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4,

o
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Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan berada di Daerah.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk
oleh BPD yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa
dan bertanggung jawab kepada BPD.

Calon Tetap adalah warga masyarakat setempat yang ditetapkan oleh
BPD sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan hasil penjaringan dan
penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Calon Terpilih adalah Calon Tetap yang memperoleh suara terbanyak
dalam Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang Penjabat yang diangkat oleh
Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Pemilih adalah Penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan
untuk mempergunakan hak pilih.

Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap
pilihnya.

Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan
untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat
Desa yang bersangkutan.

Penyaringan adalah pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh
Panitia Pemilihan dari segi administrasi untuk menentukan Bakal Calon.
Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih
dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Tetap.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang
selanjutnya disingkat Bapemas dan Pemdes adalah Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan.

BAB 11
PANITIA PEMILIHAN
Pasal 2

BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan dengan komposisi
terdiri dari :

a. unsur Perangkat Desa;

b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

¢. unsur Pemuka Masyarakat.

Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} adalah sebagai berikut :

Ketua;

Wakil Ketua;

Sekretaris;

Wakil Sekretaris;

Bendahara;

Seksi Pencacahan;

Seksi Umum;

Seksi Konsumsi;

Seksi Perlengkapan; dan

. Seksi Keamanan.

Kepala Dusun karena jabatannya harus dilibatkan dalam Seksi Pencacahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruff.

TR te oo o

Pasal 3

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),

mempunyai tugas :

a. membuat tata tertib dan jadwal Pemilihan Kepala Desa;

b. mengelola anggaran Pemilihan Kepala Desa secara efisien, -efektif,
transparan, dan akuntabel;

c. mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

d. mengumumkan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

e. melakukan pendaftaran pemilih, menandatangani dan mengumumkan
daftar pemilih sementara dan tetap;

f. melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala

Desa;

menetapkan tanggal pelaksanaan pemungutan suara;

menyiapkan tempat dan peralatan pemungutan suara;

melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar, dan

teratur;

J. melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan, dan
tertib;

k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;

membuat berita acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara

jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berita acara pemungutan

suara dan hasil penghitungan suara;

m. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

= oo

pn—
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Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
mempunyai wewenang :

a.

b.

c.
d.

€.

f.

b

a.
b.

melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa
berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;

mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang
memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala
Desa;

mengundi dan menetapkan tanda gambar dan nomor urut Calon;
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kampanye dengan para
Calon Tetap perihal waktu dan tata cara kampanye;

menentukan tempat pemungutan suara setelah dikonsultasikan
dengan Tim Pengarah; dan

mengesahkan hasil penghitungan suara.

anitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
erkewajiban :

memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara.
menyampaikan laporan kepada BPD dalam setiap tahapan
pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada
masyarakat;

melaksanakan tahapan Pemilihan dengan tepat waktu;
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat
melalui BPD; dan

melaporkan kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD
tentang Calon Kepala Desa terpilih dengan melampirkan:

1. berita acara jalannya Pemilihan Kepala Desa;

2. berita acara pengundian tanda gambar Calon Kepala Desa;

3. berita acara pemungutan suara; dan

4. berita acara penghitungan suara.

Pasal 4

Jika dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan
mengundurkan diri, maka tugas-tugasnya diambil alih oleh Tim Pengarah
dan Pengawas Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati.

(1)

BAB Il
TIM KABUPATEN DAN KECAMATAN
Pasal 5

Bupati membentuk Tim Koordinasi dan Pendampingan Pemilihan Kepala
Desa dengan Keputusan Bupati.

T
d

a.

o

im Koordinasi dan Pendampingan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
imaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atas
permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa,;

merumuskan dan mengambil langkah-langkah konkrit yang
diperlukan baik sebelum, pada saat maupun setelah pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa;

memberikan arahan kepada Tim Pengarah dan Pengawas Kecamatan
dan Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan tugasnya;

memberikan asistensi terhadap permasalahan yang terjadi dalam
proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa
berdasarkan surat Tim Pengarah dan Pengawas Kecamatan dengan
melampirkan berita acara;

melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

melakukan koordinasi dengan Tim Pengarah dan Pengawas
Kecamatan, BPD dan Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan tugasnya;
memberikan pertimbangan dan petunjuk teknis pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa yang bersifat final dan mengikat.
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Pasal 6

Camat atas dasar pendelegasian kewenangan dari Bupati, membentuk
Tim Pengarah dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan
Camat, yang selanjutnya disebut Tim Pengarah dan Pengawas
Kecamatan.

Salinan Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes.
Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Pengawas Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Ketua : Camat
b. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan
c. Anggota : 1. Komandan Rayon Militer;

2. Kepala Kepolisian Sektor; dan
3. Sekretaris Kecamatan.

Tim Pengarah dan Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas :

a. memberikan pengarahan dan petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa;

b. mengupayakan penyelesaian permasalahan yang timbul dalam setiap
tahapan Pemilihan Kepala Desa, yang tidak dapat diselesaikan oleh
Panitia Pemilihan dan BPD;

c. menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan kepada Tim
Koordinasi dan Pendampingan Pemilihan Kepala Desa untuk
mendapatkan pertimbangan dan petunjuk yang bersifat final dan
mengikat.

Pasal 7

Dalam setiap tahapan dan mekanisme Pemilihan Kepala Desa, Panitia
Pemilihan melibatkan Tim Pengarah dan Pengawas serta Tim Koordinasi dan
Pendampingan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dan Pasal 6.

(1)
(2)

(1)

Pasal 8

Jika terjadi permasalahan dalam tahapan dan mekanisme Pemilihan
Kepala Desa, pengambilan keputusan dilaksanakan oleh BPD.

Jika dalam pengambilan keputusan oleh BPD tidak tercapai kata
mufakat atau suara terbanyak, Panitia Pemilihan meminta pertimbangan
kepada Tim Pengarah dan Pengawas.

Jika Tim Pengarah dan Pengawas belum dapat memberikan keputusan
atas permasalahan di Desa, maka meminta pertimbangan kepada Tim
Koordinasi dan Pendampingan dengan mengirimkan surat dan
melampirkan berita acara penyelesaian masalah.

Dalam hal BPD dan/atau Panitia Pemilihan melaksanakan tahapan
Pemilihan Kepala Desa yang bertentangan dengan pertimbangan dan
petunjuk dari Tim Pengarah dan Pengawas dan/atau Tim Koordinasi dan
Pendampingan, maka pelaksanaan terhadap Pemilihan Kepala Desa
tersebut dinyatakan cacat hukum.

BAB IV
HAK MEMILIH
Pasal 9

Status kependudukan dan domisili Pemilih dapat dibuktikan dengan:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); atau

b. dokumen lainnya yang menunjukkan domisili yang bersangkutan,
yang diterbitkan oleh Negara.



(1)

(2)

(3)
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Jika yang bersangkutan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a atau b, maka harus membuat surat
pernyataan tentang domisili dengan disaksikan oleh paling sedikit 5
(lima) orang tetangga terdekat dan diketahui oleh Kepala Dusun.

BABYV
PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 10

Permohonan pencalonan Kepala Desa ditulis tangan sendiri oleh Bakal
Calon Kepala Desa diatas kertas bermaterai dan ditujukan kepada BPD
dengan melampirkan :

a. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Kepala Desa;

b. surat pernyataan tentang kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. surat pernyataan dari yang bersangkutan dengan disaksikan oleh 5
(lima) orang tetangga terdekat dan diketahui oleh Kepala Dusun bahwa
telah berdomisili di Desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum
pendaftaran Calon Kepala Desa;

d. surat pernyataan bahwa tidak pernah terlibat langsung atau tidak
langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945,
serta organisasi terlarang lainnya;

e. surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa yang
bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak sedang
dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor;
surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Daerah bahwa yang
bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;

h. foto copy ijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau
sederajat yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Negeri atau
Lembaga Pendidikan swasta yang terakreditasi atau diakui oleh
Pemerintah dan telah dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;

i. foto copy Akta Kelahiran untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan
telah berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

j. foto copy KTP yang masih berlaku; dan

k. daftar riwayat hidup.

Pada saat pendaftaran, Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus

menunjukkan ijazah asli.

Panitia Pemilihan meneliti permohonan Bakal Calon Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya dituangkan dalam

berita acara.

Jika berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ternyata terdapat kekurangan persyaratan, Bakal Calon Kepala Desa

diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan paling lama 7

(tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengembalian berkas

permohonan pencalonan kepada yang bersangkutan.

Jika terdapat keraguan tentang kebenaran persyaratan sebagaimana

dimaksud ayat (1) dan ayat (2), maka Panitia Pemilihan dapat

melakukan verifikasi.
Pasal 11

Terhadap berkas permohonan pencalonan Kepala Desa yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat, dikembalikan kepada yang bersangkutan
dengan tanda terima.

Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat, berhak
mengikuti tahapan penyaringan dan diumumkan di tempat-tempat yang
mudah dijangkau oleh masyarakat.
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Pasal 12

Panitia Pemilihan menetapkan hasil penyaringan Bakal Calon Kepala

Desa paling banyak 10 (sepuluh) orang dan apabila lebih maka diadakan

Tes Tertulis.

Ketentuan jumlah Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. sebanyak 5 (lima) orang, untuk jumlah penduduk sampai dengan
1000 (seribu) jiwa;

b. sebanyak 7 (tujuh) orang, untuk jumlah penduduk 1001 (seribu satu)
sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa;

c. sebanyak 10 (sepuluh) orang, untuk jumlah penduduk lebih dari
5000 (lima ribu) jiwa.

Pasal 13

Terhadap pelaksanaan Tes Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1), dibentuk Tim Penguji dengan Keputusan Bupati yang terdiri
dari unsur :
a. Pemerintah Daerah :
1. Bapemas dan Pemdes;
2. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum,;
3. Bagian Hukum; dan
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
b. Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbadan hukum dan
bersertifikat di bidang pemerintahan; dan
c. Perguruan Tinggi.
Bahan Materi Tes Tertulis yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Empat Pilar Kebangsaan; dan
b. Pengetahuan Umum tentang Desa.

BAB VI
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 14

Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 40.000,00 (empat
puluh ribu rupiah) untuk setiap hak pilih.

Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :

a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan,
pembuatan kotak suara, pembuatan tanda gambar/foto, surat suara,
formulir pendaftaran, pembuatan keputusan, tanda gambar/foto,
pelaporan dan sebagainya);

pendataan pemilih;

pembuatan bilik suara;

penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;

honorarium panitia/petugas;

konsumsi dan rapat;

biaya pengamanan; dan

biaya pelaksanaan Tes Tertulis.

Jika biaya Pemilihan Kepala Desa melebihi jumlah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Panitia meminta pertimbangan dan persetujuan
kepada Tim Pengarah dan Pengawas Kecamatan serta Tim Koordinasi
dan Pendampingan Pemilihan Kepala Desa.

R eme o o
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Pasal 15

Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) dibebankan pada APBD, APBDes dan sumbangan pihak ketiga

yang sah dan tidak mengikat dengan tetap memperhatikan prinsip-
prinsip efisiensi.

Terhadap biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD

ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk jumlah penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih
sampai dengan 1.000 (seribu) orang, ditetapkan paling banyak
sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

b. untuk jumlah penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih
sampai dengan 2.000 (dua ribu) orang, ditetapkan paling banyak
sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

c. untuk jumlah penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih
sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) orang, ditetapkan paling
banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

d. untuk jumlah penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih
sampai dengan 6.000 (enam ribu) orang, ditetapkan paling banyak
sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

€. untuk jumlah penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih
diatas 6.000 (enam ribu) orang, ditetapkan paling banyak sebesar Rp.
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Jika terjadi pemilihan ulang, ketentuan biaya pemilihan yang

dibebankan pada APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

Realisasi biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) disalurkan melalui rekening Panitia Pemilihan.

BAB VII
KAMPANYE
Pasal 16

Sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, para Calon Kepala Desa

dapat melakukan kampanye dengan cara :

a. penyebaran brosur yang dapat berisi visi, misi dan/atau program
kerja yang akan dilaksanakan ;dan

b. pemasangan tanda gambar/foto di tempat yang mudah dilihat
masyarakat umum, kecuali tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Pengaturan waktu kampanye disusun berdasarkan kesepakatan para

Calon Kepala Desa yang difasilitasi oleh Ketua Panitia Pemilihan dan

BPD, dengan ketentuan :

a. kampanye dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh)
hari kalender ;

b. kampanye berakhir 2 (dua) hari sebelum memasuki hari tenang; dan

c. masa tenang dilaksanakan selama 2 (dua) hari sebelum hari
pemungutan suara.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan

dalam berita acara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa,

Ketua Panitia Pemilihan dan BPD.

Foto Copy Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) yang telah dilegalisasi oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan

mengetahui BPD, dikirimkan kepada:

a. para Calon Kepala Desa;

b. BPD; dan

c. Camat.

Pada saat masa tenang, seluruh atribut kampanye Calon Kepala Desa

yang terpasang harus sudah diturunkan kecuali yang berada di

lingkungan rumah tempat tinggal Calon Kepala Desa.



(2)

(1)
(2)

(2)

(1)

BAB VIII
TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 17

Penyampaian surat undangan kepada para pemilih dilaksanakan oleh
Panitia Pemilihan dengan didampingi paling banyak 2 (dua) orang saksi
dari masing-masing Calon Tetap.
Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat identitas sebagai berikut:
a. nomor urut ;
b. nama pemilih (nama asli dan panggilan) ;
c. alamat Dusun dan Desa; dan
d. usia.

Pasal 18

Pada saat akan memberikan suara, Pemilih harus menunjukkan dan
menyerahkan surat undangan atas nama dirinya kepada Panitia.

Jika pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Hak Pilih Tetap tidak
dapat menunjukkan dan menyerahkan surat undangan, maka yang
bersangkutan dapat menggunakan Hak Pilihnya dengan menunjukkan
identitas diri yang diterbitkan oleh Negara.

Pasal 19

Panitia menyediakan surat suara sebanyak jumlah pemilih yang
terdaftar, dengan menambah sebanyak 10% (sepuluh persen) sebagai
cadangan.

Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam berita acara, untuk selanjutnya dimasukkan dalam sampul
tertutup dan disegel yang disaksikan oleh saksi dari masing-masing
Calon Tetap.

Pasal 20

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) menit sejak dibukanya
pelaksanaan pemungutan suara Calon Tetap yang tidak hadir tanpa
surat keterangan Dokter, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur
dan perolehan suaranya dianggap tidak sah.

Jika terdapat Calon Tetap tidak hadir dalam pelaksanaan pemungutan
suara dengan surat keterangan Dokter, maka perolehan suaranya
dinyatakan sah.

Jika terdapat Calon Tetap mengundurkan diri pada saat pelaksanaan
pemungutan suara, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan
perolehan suaranya dianggap tidak sah.

BAB IX
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 21

Terjadinya kelebihan dan kekurangan surat suara tidak membatalkan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Apabila dalam penghitungan suara terdapat kelebihan surat suara dari
yang telah disahkan oleh Panitia, maka kelebihan surat suara dimaksud
dianggap tidak sah dan tidak dihitung.

Pasal 22

Pemilihan ulang dilaksanakan hanya untuk Calon Tetap yang
memperoleh suara terbanyak yang sama, paling lama 30 (tiga puluh)
hari kalender terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
(4)
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Jika dalam pemilihan ulang terjadi perolehan suara yang sama, maka
Panitia menentukan Calon Terpilih dengan cara diundi, dengan
disaksikan oleh Calon Tetap yang mempunyai suara sama, saksi-saksi,
BPD, dan Tim Pengarah.

Pasal 23

Apabila ada Calon Tetap yang mengundurkan diri atau meninggal dunia
baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pemilihan ulang, berlaku
ketentuan sebagai berikut :

a. jika Calon Tetap yang pada saat pemilihan ulang tersisa lebih dari 1
(satu) orang, maka pemilihan ulang tetap dilaksanakan dengan
ketentuan Calon Tetap yang mengundurkan diri atau meninggal
dunia tidak menjadi peserta pemilihan ulang.;

b. jika Calon Tetap yang pada saat pemilihan ulang tersisa 1 (satu)
orang, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
Apabila Calon Tetap tidak hadir pada waktu pemungutan suara ulang,
maka yang bersangkutan dinyatakan gugur kecuali karena sakit yang

dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.

Apabila terjadi bencana alam atau kondisi keamanan yang tidak

memungkinkan untuk melakukan pemilihan ulang, maka Panitia

melakukan penundaan pemilihan ulang sampai dengan adanya
pemberian rekomendasi oleh Forum Pimpinan Daerah.

BAB X
PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 24

Tempat pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa
ditentukan oleh Bupati, dengan dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, dan
masyarakat setempat.

Biaya penyelenggaraan pelantikan Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp.
13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu)
orang Calon Kepala Desa Terpilih.

Jika Calon Kepala Desa Terpilih yang akan dilantik jumlahnya lebih dari
1 (satu) orang, maka biaya penyelenggaraan pelantikan menyesuaikan
dengan jumlah undangan.

Biaya penyelenggaraan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada APBD.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan Pemilihan Kepala
Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Pejabat yang berwenang
dapat memberikan perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan,
dengan ketentuan bahwa Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan tetap
melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
Apabila dalam perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaannya
diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Tim Pengarah dan Pengawas Kecamatan membentuk Panitia Pemilihan.
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
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BAB XII
PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 43 pegember 2012

BUPAT] PAMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan
pada tanﬂgal 13 Dessuber 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPA]

m+

EN PAMEKASAN,

—

s

AN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 23



